
BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR ZD TAHUN 2A74

TENTANG

PENEMPATAN UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM

DALAM BENTUK DEPOSITO DAN GIRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KATINGAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2OO8, uang milik
pemerintah daerah yang sementara belum

digunakan dapat didepositokan danf atau
diinvestasikan dalam investasi jangka pendek

sepanjang tidak mengganggu likuiditas
keuangan daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi
jangka pendek dan jangka panjang untuk
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau
manfaat lainnya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,
dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara
Umum Daerah dapat menempatkan Uang

Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank
Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro

dengan tingkat bunga yang berlaku, yang

penempatannya diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Daerah

b.

C.



d. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, humf b dan huruf c
di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Katingan tentang Penempatan Uang Daerah

pada tsank Umumdalam Bentuk Deposito dan

Giro;

Undang-Undang Nornor 1O Tahun 1998 tentang

Perubahan Undang tentang Perbankan

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
lgg} Nomor L82, Tattlbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 379A\ '/

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabrrpaten Sukarnara, Kabrrpaten

Larnandau, KabuPaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi

Kali.mantan Tengah {Lernbaran Negara Republik
lrrdonesia Ta?nrn 2O{}2 Nonor 18, Tambatran

Lembaran Negara Republik Indonesia Norr:ror

4l8Al; u/'

Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003

tentang Keuangan lsegara (l.errrbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,

Tambahan Lemharan .lYomor 4286); -'

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4

tentang Perbendahanaan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor

5, ?arrrbahan Lernlraran Nqgara Repurbtik

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 43551; v

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OA4

tentang Bank Indorresia (l,embaran Negara

Republik Indonesia fahun z}o4 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor a3571; u
Republik

6. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2OO4

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuanga-n nrlegara (Lembaran Negara

Repr:.blik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OC]'1' t'

Mengingat :1

2.

3.

4.

5.



7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2AO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

44g71 sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8afl;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4

tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 126, Tambahann Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aaSQ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun

2000 tentang Tata Cata Pertanggung

Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2O9,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aO27);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi

dan Pemerintah Daerah KabupatenlKota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a737);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan

{Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2008 Nomor 3);

8.

o



13. Peraturan Daerah Kallupaten Katingan Nomor

1 Tahun 2OOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Katingan

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2OOg Nomor li- 1

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN

UANG PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM

DALAM BENTUK DEPOSITO DAN GIRO /

BAB I
KETENTUAN UMUF{

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud

dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;

2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelen #arae;r. Pemerintah Daerah;

3. Bupati adatrah BuPati Katingan;
4. Bendahara Umum Daerah adalah selanjutnya

disebut BUD adalah PPKD yang bertindak
dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah',

5. Rekening Kas Urnurn. Daerah adatrah tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung
sehrr,uh perreriroaan daerah dan
untuk rnembayar seluruh pengeluaran

daerah;

Bank adalah Badan Usaha Yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentrrk simpanan dan rnenyaltrrkannya
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Deposito adalah Fe.aempatan Dana oletr

nasabah dalam bentuk simpanan berjangka
yang penarikannya hanya bisa dilakukan
melalui pemberitahuan terlebih dahulu
sesuai kesepakatan antaranasabah dengan

6.

7.



pihak badan. Dan sirr,rpanan ini yang tetap

berada di bank selama deposan tidak

membutuhkannYa.

8. Deposito On Ca1l adalah Simpanan Dana

Nasabah dengan jr-mlah tertentu dan jangka

waktul tertentu berdasarkan perjanjian nasabah

pen3dmpa:l dertgant Bank yarrg hanya dapat

ditarik dengan syarat pemberitahuan

sebelumnya.

g. Deposito berjangka a-dalah penernpatan dana

pemerintah daerah da"[am kun-ln waktu 3 (tiga]

bulan sampai dengan 12 {dua b'elas} bulan yang

dapat diperpanjang secara otomatis'

1O. Giro adalah Simpanan yang penarikannya
dapat dilakukan setiap saat dengan

naenguaaJcaa cek, bilyet grro, sarara perintah
pembayaran lainnYa, atau dengan

pemindahbukuan. "'

BAB II
RUANG LII{GKUP

Pasal 2

(U PPKD selaku BUD menempatkan uang daerah

dalam rekening penempat"an pada bank umum'

{21 Penempatan uang daerah pada bank umum

sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat (1)

tersebut di atas dil,akukan dengan memastikan

bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian

atau seluruhnya ke rekening kas urnum daerah
pada saat diperlukan untuk keperluan pengeluaran

daera}:-. -

(3) Penempatan uang daerah pada bank urnurn

sebagimana di maksud pada pasal 3 ayat tU
tersebut diatas dilaksanakan dala:n benfuk:
a. Deposit on call/Giro, yaitu penempatan uang

daerah pada bank urnum yang dapat ditarik
dengan syarat pemberitahuan sebelumnya atau
sesuai perjanjian. r'

b. Tirne deposit, yaitu penernpatan uang daerah
pada bank umum yang dapat ditarik pada

tanggal jatuh tempo atau dapat ditarik sesuai

dengan perjanjian' "'



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan :

1. Unfuk optimalisasi aeanfaat uang pernerintah

daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada

Rekening Giro Kas Umunt Daerah;

2. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah;

3. Untuk rneningkatkan perkernbangan perekonomian

daerah melalui pelayanan perbankan' w

Pasal 4

Dalarn rangka penernpatan uang da.erah PPKD selaku

BUD berwenang menetapkan batas maksimal jumlah

penempatan uang daerah atas persetujuan kepala

daera}:,. t

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

{1} Kepata Daerah selakul pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan daerah berwenang

melaksanakan penempa.tan uang daerah pada

Bank Umum. .z

(2) Kewenangan Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 ayat {l)tersebut di atas

d,id,elegasikan kepada PPKD selak'.:. [<rrasa' BUD' '/

(3) Penempatan uang daerat: sebagaimana dirnaksud
pada pasal 2 aTrat (l)tersebut di atas dilaksanakan
dalam rangka mengelola kelebihan kas yang diukur
atas dasar a'natrisa keb'atl'rhan belanja daerah atam

perencanaankas. /

BAB V
PEMILIHAN DAN PENE*TAPAN BANK UMUM



Pasal 6

Bank umum yang merryadi mitra Pemerintah

Kabupaten Katingan harus memeauhi kriteria paling

sedikit meliPuti:
a. Memiliki tzin usaha yang rnasih berlaku sebagai

bank umurrl sudah ga Ptbtic.
h &{er:apr:fi3rar kryiatarr usaha di wilayahldaerah

Republik Indonesia dan rnayoritas pemilik saham/

modal adalah warga Negara Indonesia/berstatus
badan hukum di Indonesia-

c. Tingkat kesehatan rninimal komposit 3 (tigalyang

telah diveri{ikasi oleh Bank I:rdonesia (Bl1' "

Pasal 7

Pengajuan surat Perrnohonarl Kemitraan :

1. Bank urnuna yang memiliki kriteria sebagaimana di

maksud dalam pasal 6 dapat mengajukan
permohonan kemitraan kepada kepala daerah' -

2. permohonan kemitraan sebagaimana dinaaksud

pada pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada PPKD

selaku BUD dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Surat PenetaPan Bank [Jmum-
b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi

segala ketentuan yang ditetapkan dalarn

pelaksanaan peflernpatra.n uang daerah'
c. Surat ijin usaha sebagai bank umum.
d. Surat pernyataan telah go pubtic yang

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)'

e. Surat keterangan kesehatan bank yang telah

diverilikasi oleh Bank Indonesia. ,z-

Pasal 8

Perjanjian kemitraan :

1. Kemitraan dalam rangka pelaksanaan pener,npatan

Llang daerah dituangkan dalarn surat perjanjian

{MOU} kemitraan penempatan uang daerah antara
pemerintah daerah dengan pihak bank umu.m' '/

2. Surat perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud
pada pasal 8 ayat {1} tersebut di atas paling sedikit
memuaf.'
a. Identitas kedua belah Pihak,
b. Ruang lingkuP Pekerjaan,



f.

c.

d.

ob'

h.
i.
j.

Hak dan kewajiban kedua belah pihak,

Penyampaian laPoran,
Larengelr Penff?Pafart uang daerah,

Denda dan Sanksi,
Keadaan Kahar {fore rrtaiure),

Penyelesaian Perselisihan,
Perubahan atas Perjanjian,
Jangka waktu W$aaiian. z

BAB VI
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Pasal 9

(1) Ketebihan kas di.uk:ur atas dasar analisa kebrrtuhan

belanja daerah dalam 1 (satu) bulan dengan

perbandingan saldo kas pada bulan berkenaan' /

(2) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat

menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk

deporsito on call/simpanarr giro berjangka waktu 1

(satu) bulan yang dapat diperpanjang secara

otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk
memperoleh manfaat ekonorni, sosial dan/atau
manfaat lainnya sepanjang tidak menggangu

likuiditas keuangam daerah. z

(Q Pelaksanaan investasi uan:g daerah da'lam benfuk

deposito on call/simpanan grro sebagaimana

dimaksud pada ayat {2't pasal ini harus dapat

dipastikan bahwa BUD dapat menarik Llang

tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas

Urnurn Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh

tempo, tanpa dikenakan Penalti. /

(4) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah

dalarn bentuk deposito sebagaimana dimaksud
pada ayat tzl pa.sal ini merupakan pendapatan

daerah. /

(5) Penempatan kas dalarxL bentuk deposito on

call/simpanan giro merupakan salah satu strategi
pengelolaan kas untuk mendapatkan manfaat atas

kelebihan kas. /



(1)

12\

Pasal 1O

Deposito On CalllSimpanan Giro yang dilakukan

harus tetap rnenunjang kelancaran program

Pemerintah Kabupaten Katingan pada Tahun

Anggaran yang sedang berialan'./

Deposito On Call/ Simpanan Giro disirnpan pada

Bank Umum dan/atau Pemerintah Daerah dengan

memperhatikan tingkat suku bunga yang

kompetitif. /

BAB VII

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH
PADA BANK L}MUM

Pasal 11

{1} Dalam rangka penempatan uang daerah pada Bank

Umum meliPuti :

a. Deposito Berjangka
b. Deposito On Call, dan
c. Simpanan dalam bentuk Gita. /

(2) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito on

calllsimpanan giro sebagairnana dimaksud dalam

Pasa.l g dilakukan oleh BUD dengan terlebih

dahulu mernbuat perjanjian kerjasama antara BUD

dengan Bank Umum dengan Persetujuan Bupati' z

(3) Jangka waktu dan besarafl uang daerah yang akan

diinvestasikan dalam bentuk deposito on

call/simpa-nan giro pada l3ank Umum, disesuaikan

dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan

Daerah.,/

(4) BUD menrbuat usulan melalui pertirnbangan teknis
kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito

on call/giro, jangka waktu deposito o11 calllgiro
beserta bank yang ditunjuk. '/

(5) Apabila usulan sebagaimana dinraksud pada ayat
(3) tersebut diatas disetujui oleh Bupati, rnaka BUD

rrrembuat suraf Kqptrtusan Bupati tentang

Penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan

uang dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat
perjanjian (MoU). "z



(6)

(71

Perrerimaan bunga atas investasi uang daerah

dalam bentuk Deposito on call/giro langsung

dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah' /

Jangka Waktu dan besaran uang daerah dan

penerirnaan bLrnga sebagairnana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (6) pasal ini dituangkan dalam

surat perjanjian. /

BAB VIII
PENCAIRAN DEPOSITC} ON CALL/GIRO

Pasal 12

Apabila Perneruatah Daerah rnernerhrkan dana untuk
mernbiayai pengeluaran, rnaka Bupati dapat

mencairkan sebagian ataur seluruh uang yang

disimpan dalam bentuk deposito on call/giro dengan

membuat surat perintah pencairan deposito on

calllgiro melalui kuasa BUD. t'l

Pasal 13

tU Berdasarkan pemberitalrrra:a tertutris da'ri B"rpati

melalui BUD, Bank se5lera rnelakukan transfur
sejumlah nominal dirna,ksud ke rekening Kas

Umum Daerakr. J

{2) Pernberitatrrran tertulis sebagaimana dineaksud ayat

(1) pasal ini melampirkan bilyet giro/bilyet
ceklbilyet dePosito-'z

BAB IX
PELAPORAN

Pas,al tr4

pejabat Pengelola keuangan Daerah selaku Bendahara

Umum daerah menyampaikan laporan atas

pengelolaan deposito kepada- Bupati katingan setiap

btrlan. -,'



BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peratrrrarr rni horlat<u mrrlai tanggal 1 Janrrari 2AL4

Agar setiap orang mengetaLhuinya, memerintahkart

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Da-erah Kabupaten

Katingan.

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal

BERI?A D,{ER,AH I{ABLIP,ATEAT TC{TI^\TGA.N ?AHUN 2014 NoMoR ..1t.9

Ditetapkan di Kasongan
Pada" tanggal

AHil{AD YANTENGLIE

NIITODEMUS


